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JAKARTA - Dewan Perwakil-

anRakyat(DPR) dimintasegera
merampungkan RUU Sumber
DayaAir(SDA)yangkinitengah
dibahas di Komisi V. Hal ini
untuk memastikan adanya pa-
yung hukum pascakeputusan

- MK tahun 2015 mencabut UU

No7/2004. v
“Saatini dibutuhkan payung

 hukum, regulasi yang adil, ter-
tib, bermanfaat, dan berkelan-
jutan, kataStafKhususMenteri

PekerjaanUmumdanPerumah-
an Rakyat (PUPR) Firdaus Ali
dalamrilisnya, kemarin.
Menurut Firdaus Ali, RUU
SDAmemiliki 68 bab, 78 pasal,

dan 194 ayat. Dari pasal-pasal -

tersebut, pemerintah sudah
menyerahkan Daftar [nven-
taris Masalah (DIM) ke DPR
untukdibahaspada Juni2018.
Daritotal604DIM, yangsudah
disepakati sebanyak 442 DIM
dan sisanya 162 DIM«beIum
dibahas.

- “Sebaiknya DPR bisa me-
nyelesatkannyadalamsatubu-
lan, tapi karena mereka sibuk

kampanye terkait masa pe-
milihan presiden dan pemi-
lihan legislatif, pembahasan ini
metjaditertunda,"kataFirdaus

Ali

Dia mengatakan, peran
swasta dibutuhkan karena
negara terkendala hambatan
fiskal. Karena itu, yang diatur

adalahbagaimananegarahadir -

dalam pengelolaan SDA agar
tidak ada yang termarginalkan
danterzalimi Negara, katadia,
harus menjamin hak setiap
orang untuk mendapatkan air
bagi pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari, Namiin, pe-

nguasaan negara atas sumber -

dayaair diselenggarakan oleh
pemerintah sebagai bentuk
perlindungan.

Sementaraitu, kisruh ten -
tang swasta menguasai sum -

ber daya air terjadi karena ada
persepsi keliru. Sebab dalam
pengusahaan air oleh industri

_ harus ada izin yang ketat. Se-

dikitnyaada21syaratketatbagi
pelaku industri dalam peng -

usahaanair.

* “Salahsatu syarat yangke-
tat adalah swasta wajib mem-

perbaruiizinyangkedaluwarsa

(expz’red)syetidpduasampaitiga
tahun sekali,” kata Anggota
Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) yang juga Ketua
Asosiasi Air Minum (Aspadin)
Rachmat Hidayat.

Menurut Rachmat, hal
menjadiperhatiandiRUUSDA
yang tengah dibahas Komisi V
DPR antara lain padaPasal 47
menyebutkan, bila maumeng-

“usahakan air, maka swasta

harusmaubekerjasamadengan
BUMN/BUMD. Swasta dilar-
ang menutup atau memagan
kawasan pengusahaan air, me-
nyamakanairperpipaan SPAM

- dengan air minum dalam ke -

masan (AMDK).

Rachmat menegaskan, in-
dustri harus memiliki surat
izin pengusahaan air (SIPA)
yang dikeluarkan oleh badan
perizinan provinsi atau ke-
menterian, Selamltu jugaada
proseskonsultasipublikkema-
 syarakat sekitar terkait ren-

(ana pengajuan izin peman-
faatanair.

Rachmat  mengatakan,
aturanmainyangharusditkuti
industri, antara lain setiap
bulan wajib melaporkan peng-
gunaan air pada Dinas Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM)
dan Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda). Dalam perizinan
jugaindustri harus melakukan
konservasi di daerah hulu (re-
charge area), membuat sumur
imbuhan (sumur resapan,
membuat sumur pantau (guna
memantau muka air tanah),
dan melaporkan penggunaan
air,

Dalam hal pengawasan,
kata Rachmat, industri dipan-
tau berkala oleh dinas teknis
(Dispenda, ESDM,BadanLing-
kungan Hidup-BLH), dimoni-
tori juga DPRD dan instansi
lainnya (insidental). Diwajib-
kanmemasangmeteranairpa-
da setiap sumur pengambilan
air dan meteran air secara bet-
kaladikalibrasi. -
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